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Implementation of the Sipraja Program in Administrative services in
the Siwalanpanji Village Government, Buduran District, Sidoarjo
Regency.

[Implementasi Program Sipraja dalam Pelayanan Administrasi di
Pemerintah Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo]

L] o Maria Anis Suhartatik?, Isnaini Rodiyah,?

DProgram Studi Adminitrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
2 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to analyze and describe the implementation of the sipraja program injadministrative services
in the Siwalanpanji Village Government. This research uses a gualitative method with a descriptive approach, the
technique of determining informants using purposive sampling where informants are selected according to those
considered to understand the problem. Data collection was carried out by means of interviews, observation and
documentation to obtain primary and secondary data. The results of this study indicate that the Implementation of the
Sipraja Program in Administrative Services in Siwalanpanji Village is viewed from the theoretical indicators
L] @ according to George Edward Ill, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, the
results show that in terms of communication it has gone well with the presence of village officials who are tasked with
explaining the use of the sipraja application, from the aspect of resources it is sufficient in terms of facilities and
infrastructure, village officials have also been able to operate the sipraja application. However, the source of budget
funds has not been fulfilled as motivation for operators and the need for socialization to the community. For the
disposition aspect, it looks quite good with the commitment of the policy makers and implementers running in
accordance with applicable regulations. The bureaucratic structure aspect is quite good with communication and
coordination from the organizers and the village government and the existence of clear standard operating
procedures. So that the implementation of services to the community runs with the established standards.
Keywords: Implementation, Sipraja Application, Population Administration
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L] o Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program sipraja dalam
pelayanan administrasi di Pemerintah Desa Siwalanpanji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif, teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling yang mana informan dipilih

L] @ sesuai dengan yang dianggap memahami permasalahan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,
observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
L] o Implementasi Program Sipraja dalam Pelayanan Administrasi di Desa Siwalanpanji ditinjau dari indikator teori

menurut George Edward Il yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi didapatkan hasil bahwa
dari segi komunikasi sudah berjalan dengan baik dengan adanya perangkat desa yang bertugas untuk menjelaskan
terkait penggunaan aplikasi sipraja, dari aspek sumberdaya sudah tercukupi dari segi sarana dan prasarana,
perangkat desa juga sudah mampu mengoperasikan aplikasi sipraja. Akan tetapi dari sumber dana anggaran belum
terpenuhi sebagai motivasi untuk operator dan keperluan sosialisasi ke masyarakat. Untuk aspek disposisi terlihat
cukup baik dengan adanya komitmen dari pihak pemangku kebijakan dan pelaksana berjalan sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Aspek struktur birokrasi hasilnya cukup baik dengan adanya komunikasi dan koordinasi dari pihak
penyelenggara dan pemerintah desa serta adanya standar opersional prosedur yang jelas. Sehingga pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan stadar yang ditetapkan.

Kata kunci : Implementasi, Aplikasi Sipraja, Administrasi Kependudukan

|. PENDAHULUAN

L] e Sebuah tata kelola pemerintahan desa yang baik mengacu pada pengelolaan pemerintahan desa yang
mengutamakan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan atau kewajaran yang erat
kaitannya dengan mematuhi dan menjalankan aturan dan prosedur yang berlaku. Karenanya, penyelenggara

] o Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License
(CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that
the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not
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pemerintah desa harus mampu memahami dan menguasai tata kelola pemerintahan desa untuk mewujudkan layanan
administrasi desa yang teratur dan baik[1]. Setiap desa memiliki hak untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri
atau otonom. Hal ini dianggap sebagai pencapaian besar dalam sejarah pemerintahan Indonesia karena selama ini
pemerintah desa tidak memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan inovasi pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakatnya. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam
bidang teknologi informasi saat ini, kebutuhan akan informasi yang relevan semakin meningkat dan menjadi keinginan
setiap pengguna informasi.

Otonomi desa memungkinkan desa untuk mengelola pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Namun, saat ini masih banyak desa yang mengalami kesulitan dalam mengelola pemerintahan secara efektif dan
efisien. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa yang baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan desa yang baik ini mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan atau kewajaran dalam menjalankan aturan dan prosedur
yang berlaku[2]. Dalam mengelola pemerintahan desa, informasi yang relevan sangat penting. Namun, selama ini
informasi yang relevan masih sulit diakses oleh masyarakat, baik di desa maupun di kota. Oleh karena itu,
sebagaimana yang dimaknakan dalam undang-undang Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)[3]. Pemerintah Desa perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki tata kelola
pemerintahan dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Namun, kenyataanya penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan desa masih memiliki beberapa
tantangan. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami
teknologi informasi[4]. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan
memperkuat infrastruktur teknologi informasi di desa untuk memastikan bahwa teknologi informasi dapat
dimanfaatkan secara efektif dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat bekerja sama
dengan institusi-institusi pendidikan atau komunitas sumber daya manusia untuk memberikan pelatihan dan
pendidikan tentang teknologi informasi dan penggunaannya dalam pemerintahan desa. Dengan cara ini, sumber daya
manusia di desa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan
desa menggunakan teknologi informasi.

Kabupaten Sidoarjo telah memperkenalkan sebuah sistem informasi desa bernama SIPRAJA (Sistem
Pelayanan Rakyat Sidoarjo). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meresmikan aplikasi SIPRAJA pada bulan Februari
2020, yang telah mencakup 18 kecamatan serta 353 desa atau kelurahan, termasuk di antaranya adalah Desa
Siwalanpanji di Kecamatan Buduran. SIPRAJA bertujuan untuk mengembangkan layanan masyarakat dengan
memenuhi kebutuhan dasar yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sidoarjo.

Pada tahun 2020, kantor Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sudah mulai
merealisasikan sistem pelayanan publik bernama SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo). Meskipun demikian,
masih terdapat keterbatasan dalam penggunaan sistem ini. SIPRAJA sendiri memiliki 16 jenis pelayanan yang
merupakan bagian dari tiga tipe kategori.

Tipe A adalah pelayanan yang meliputi pengurusan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Keterangan
Domisili, Surat Pengantar KUA, Surat Keterangan Umum, Surat keterangan tidak mampu dan Surat permohonan
biodata keluarga. Tipe B adalah pelayanan yang terdiri dari pengurusan surat permohonan KK, surat permohonan
KTP, surat permohonan pindah, surat izin keramaian, SKTM kecamatan, surat keterangan umum kecamatan, dan surat
waris, Tipe C adalah pelayanan yang meliputi pengurusan Surat 1zin Mendirikan Bangunan (IMB), Kartu Pencari
Kerja (KPK),Surat izin UMKM dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tipe D adalah layanan terkait Instansi,
BUMN dan BUMD, Tipe E adalah layanan informasi mengenai lowongan pekerjaan.

| - = R - *m OB FSED®GCGN &b 0 a0 e W
Gambar 1. Halaman Depan Website Layanan Sipraja
Sumber : https://sipraja.sidoarjokab.go.id/
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Untuk data pengguna Aplikasi Siparaja di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, mulai
tahun 2020 s/d 2023 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Daftar Pemohon SIPRAJA di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Jumlah Pemohon Persentase Jumlah Pemohon Persentase
No Tahun L. Jumlah Pemohon Jumlah Pemohon
Sipraja . Manual

Sipraja Manual
1 2020 38 surat 3,56% 1030 surat 96,44%
2 2021 143 surat 11,04% 1152 surat 88,96%
3 2022 699 Surat 48,70% 737 Surat 51,30%
4 2023 721 Surat 67,52% 346 Surat 32,48%

Sumber : Pemerintah Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, Pemerintah Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
sebenarnya telah menggunakan aplikasi Sipraja sejak tahun 2020 dalam pelayanan kepada masyarakat. Hasil dari tabel
diatas menyebutkan bahwa jumlah pemohon menggunakan Aplikasi Sipraja mengalami peningkatan pada tahun 2020
pemohon yang menggunakan Aplikasi Sipraja sebesar 3,56%, pada tahun 2021 sebanyak 11,04%, pada tahun 2022
mengalami peningkatan drastis sebanyak 48,70% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan permohonan sebanyak
67,52%. Hal ini menggambarkan bahwa pada penggunaan awal aplikasi SIPRAJA masyarakat masih kurang
mengetahui dan memahami tentang penggunaan aplikasi, Hal ini sebanding dengan hasil jumlah pemohon manual
yang turun dan berganti menjadi permohonan surat menggunakan Aplikasi Sipraja berdasarkan tabel diatas jumlah
pemohon surat secara manual pada tahun 2020 yaitu 96,44%, 2021 sebanyak 88,96% , 2022 sebanyak 51,30% dan
32,48% pada tahun 2023. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penerapan Aplikasi Sipraja di Desa Siwalanpanji
belum maksimal ditahun pertama Aplikasi Sipraja digunakan. dikarenakan beberapa kendala Seperti : pertama,
Komunikasi yang masih kurang antara perangkat desa dengan masyarakat, kedua, Perangkat Desa bagian lain masih
sering membantu dalam kepengurusan surat, ketiga, Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan kurang menguasai dalam
hal kendala pada sipraja, keempat, Sosialisasi kepada Masyarakat masih kurang.

Permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Desa Siwalanpanji juga terjadi pada beberapa desa yang lain,
Seperti yang diutarakan oleh Beberapa penilitian terdahulu membahas tentang implementasi sipraja, yang pertama
adalah penelitian yang dilakukan oleh Erwin Apriliyanto (2023) tentang SIPRAJA Application-Based Village
Governance Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Aplikasi SIPRAJA menunjukkan beberapa faktor penting[5].
Faktor pertama adalah akuntabilitas program SIPRAJA di Kantor Desa Kenongo, yang telah efektif dalam menetapkan
aturan-aturan dan bertanggung jawab atas apa yang telah pemerintah tetapkan mengenai aplikasi SIPRAJA. Akan
tetapi masih terdapat beberapa perangkat desa yang masih kesulitan menggunakan teknologi atau sistem. Tidak hanya
perangkat desa saja yang masih kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut tetapi masyarakat desa setempat
yang sudah lansia dan masyarakat yang masih kurang ilmu atau wawasan terhadap pengetahuan tentang teknologi
juga kesulitan untuk mengoperasikan sistem tersebut, dan masih ada kendala-kendala lain seperti keluhan masyarakat
yang sudah mendaftar dan masih belum dikonfirmasi untuk login seperti contoh pembuatan KK, dikarenakan pihak
perangkat desa masih belum menerima atau mengkonfirmasinya dan perangkat desa masih menyelesaikan tugas-tugas
yang lain yang harus diselesaikan.Selain itu, program SIPRAJA tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan harapan
pemerintah Desa Kenongo Kecamatan Tulangan.

Sedangkan penilitian yang kedua dilakukan oleh Mala Nuraif Tri Ningtias (2023) dengan judul Implementasi
Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) di Desa Boro Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa komunikasi sudah
dua arah tetapi masih banyak warga yang belum memahami aplikasi tersebut. Sumber daya manusia dan sarana-
prasarana sudah memadai. Disposisi program telah baik, tetapi struktur birokrasi masih memiliki kendala. Faktor
penghambat adalah loading lama saat login dan server yang belum optimal[6].

Yang ketiga, adalah penilitian yang dilaksanakan oleh IImi Fahri Danurrohmansyah dkk (2023)[7] yang
berjudul Efektifitas Program Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) Dalam Pelayanan Adminitrasi
Kependudukan di kecamatan Sedati Studi menunjukkan bahwa di Kecamatan Sedati, implementasi penggunaan media
sosial dalam menangani keluhan masyarakat masih memiliki kendala. Respon pertanyaan lambat, kurangnya kejelasan
penyelesaian pertanyaan, dan tata bahasa respon yang kurang baik masih sering terjadi pada layanan pengaduan
masyarakat melalui media sosial! Selain itu, masyarakat umumnya mengharapkan kemudahan dalam pengurusan
dokumen kependudukan yang cepat, pelayanan yang baik tanpa keluhan atau sindiran, serta tuntutan atas pelayanan
yang jujur dan sama untuk semua orang.

Dengan adanya permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian mengenai Implementasi
Aplikasi Sipraja dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran Kabupaten

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
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Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan penggunaan aplikasi Sipraja pada
pelayanan kependudukan di Pemerintah Desa Siwalanpanji dengan menggunakan Teori kebijakan oleh Edward 11
yang terdiri dari 4 indikator utama yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini
memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan pemerintahan desa yang mengadopsi aplikasi
SIPRAJA.

Il. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh
Nurwega [8]. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena mengenai perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,
dan lainnya secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian menitikberatkan pada
konteks khusus yang alami dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk
menggambarkan dan menganalisis penerapan pemerintahan desa yang mengadopsi aplikasi SIPRAJA dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif[9]. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
deskriptif untuk memberikan gambaran rinci tentang tata kelola pemerintahan desa tersebut. Lokasi penelitian berada
di Pemerintah Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Desa tersebut dipilih sebagai sumber
data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah
purposive sampling, di mana partisipan dipilih dengan pertimbangan mereka yang dianggap memahami permasalahan
terkait penelitian dan dapat memberikan informasi yang berkualitas[10]. Teknik ini dipilih karena penulis ingin
memastikan bahwa data yang didapat berkualitas dan relevan dengan tujuan penelitian. Jenis dan sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara
dengan informan yang dipilih. menggunakan teknik purposive sampling. Sementara, data sekunder diperoleh melalui
pengumpulan dokumen dan arsip. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala desa, perangkat desa, dan
masyarakat yang terlibat dalam penggunaan aplikasi SIPRAJA. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung
penerapan pemerintahan desa dengan adopsi aplikasi SIPRAJA. Sedangkan, dokumentasi dilakukan untuk
mendapatkan data yang terkait dengan penggunaan aplikasi SIPRAJA pada pemerintahan desa.Untuk menganalisis
data, penulis menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, 2014[11].
Metode ini digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi dan memahami temuan tertentu dari data
yang telah dikumpulkan. Metode analisis ini meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi. Dalam tahap reduksi data, penulis melakukan pengurangan data yang tidak relevan dengan tujuan
penelitian. Kemudian, data disajikan melalui ringkasan data, sistematisasi, dan penyajian deskriptif. Terakhir,
kesimpulan penelitian yang didapat disajikan dalam bentuk verifikasi yang meliputi penarikan kesimpulan penelitian
dan pengujian hasil penelitian.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari observasi peneliti, wawancara, survei literatur, dan sumber-
sumber lainnya, peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Aplikasi Sipraja dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan” di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran , Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian
tersebut, peneliti menggunakan teori Edward Ill yang terdiri dari empat kriteria untuk mengimplementasikan
kebijakan. Teori Edward I11 ini dipilih karena terdapat banyak permasalahan yang menjadi latar belakang pertanyaan
penelitian yang sesuai dengan indikator tahapan implementasi kebijakan dalam teori tersebut, seperti yang dijelaskan
oleh Deddy Mulyadi[12]. Ada 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan publik. Penting bagi pihak-pihak
yang terlibat untuk membangun jaringan komunikasi yang efektif dan terbuka agar dapat meningkatkan pemahaman
dan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau
audiens yang lebih luas. Selain itu, parameter keberhasilan dalam komunikasi antar organisasi perlu diperhatikan agar
dapat mengukur efektivitas dari implementasi kebijakan publik. komunikasi yang efektif tidak selalu mudah terwujud.
Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi kebijakan publik meliputi kebingungan mengenai peran
dan tanggung jawab masing-masing organisasi atau individu, perbedaan kepentingan antar pihak, serta masalah dalam
mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan. Untuk mengatasi hal tersebut diatas Pemerintah Desa
Siwalanpanji melakukan komunikasi dua arah dengan cara menunjuk Perangkat Desa khusus sebagai jembatan
komunikasi dengan warga yang melaksanakan pelayanan di Desa Siwalanpaniji.

Penerapan yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah memahami tindakan yang mereka
lakukan. Selain itu, kebijakan yang dijelaskan harus rinci, akurat, dan konsisten. Pengetahuan tentang apa yang
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dilakukan dapat diterapkan jika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan dan peraturan
pelaksanaan harus |diteruskan dengan tepat kepada pelaksana. Komunikasi adalah hal yang penting untuk
meningkatkan konsistensi para pelaksana dalam mengimplementasikan Setiap kebijakan yang diterapkan dalam
pelaksanaan sistem informasi desa di Desa Dukuhsari. Menurut Edward 111 [13], terdapat indikator yang digunakan
dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain:
a) Transmisi

Transmisi merujuk pada bagaimana informasi kebijakan disampaikan agar para pelaksana dapat memahami dan
mengimplementasikannya dengan baik. Penyaluran informasi kebijakan secara berurutan dan sistematis dapat
menjadikan implementasi yang berhasil pula. transmisi informasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam
implementasi kebijakan terutama dalam penggunaan aplikasi Sipraja. Sosialisasi program kebijakan perlu dilakukan
dengan lebih intensif dan terus-menerus agar para pelaksana dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan
dengan lebih efektif. Selain itu, pelatihan secara berkala diperlukan untuk memastikan para pelaksana kebijakan dapat
menguasai penggunaan aplikasi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik.

Gambar 2. Sosialisasi Sipraja kep

| ada Msayarakat Melalui Ketua RT dan RW Desa Siwalanpanji Tahun 2023
4 e — il o

Sumber: Pemerintah Desa Siwalanpanji

Bukti yang terdapat pada gambar 2 menunjukkan bahwa Desa Siwalanpanji telah melakukan sosialisasi mengenai
Aplikasi Sipraja kepada warganya melalui perwakilan yang mereka tunjuk. Hal ini membuktikan bahwa Desa
Siwalanpanji telah berhasil menjalankan komunikasi dimensi transmisi dengan baik. Selain melakukan sosialisasi
dengan warga, Kepala Desa Siwalanpanji juga telah menunjuk dua Operator Sipraja yang bertanggung jawab atas
tugas yang terkait dengan aplikasi tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa
Siwalanpanji Bapak Ahmad Choiron, S.E. sebagaimana berikut:
“Di Desa Siwalanpanji ada dua operator yang menjalankan aplikasi Sipraja, mereka berdua berbagi tugas yaitu satu
meberikan penjelasan kepada warga dan satunya khusus mengoperasikan Aplikasi Sipraja. Jika ada warga yang
belum mengerti terkait sipraja, maka salah satu tugas operator ini membimbing warga tersebut”. (Wawancara tanggal
2 Desember 2023)
Dari hasil wawancara dengan kepala desa tersebut dikuatkan oleh Sekretaris Desa Bapak Kasmoro “Untuk mencapai
hasil yang baik, diperlukan komunikasi yang baik dari Kepala Desa Siwalanpanji kepada Perangkat Desa khususnya
operator yang ditunjuk”. Dari wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa Perangkat Desa Siwalanpanji yang
diberikan mandat, mampu menjalankan transmisi dengan baik. Hal ini terlihat ada satu operator yang mempunyai
tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian terduhulu yang dilakukan oleh
Ria Hanifah dengan judul "Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoajo (SIPRAJA) di Desa Tambaksumur,
' e Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo" yang menyampaikan bahwa Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan adalah komunikasi karena memungkinkan terjadinya penyebaran informasi tentang kebijakan
kepada pihak-pihak atau pelaksana yang berkepentingan.
b) Kejelasan
Kejelasan berkaitan dengan pemahaman para pelaksana terhadap isi kebijakan yang diterapkan, dalam hal ini
adalah masyarakat Desa Siwalanpanji. Pemahaman yang jelas terkait dengan penggunaan aplikasi Sipraja perlu
dimiliki oleh para pelaksana agar dapat mengimplementasikan dan memberikan kejelasan kepada masyarakat dengan
baik dan efektif. kejelasan pemahaman para pelaksana mengenai isi kebijakan sangat penting dalam implementasi
kebijakan. Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan yang baik diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan
keterampilan para pelaksana dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada sistem informasi desa. Selain itu, perlu
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diperhatikan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini diperkuat
dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh oleh Dina Ayu Sindiana pada tahun 2023 dengan Judul
“Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon "[14]

. 0 bahwa pemahaman tentang isi kebijakan bagi implementator sangatlah penting, komunikasi yang diterima oleh para

pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar sebagai penyedia pelayanan berbasis online dapat
bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Gambar 3. Tata cara penggunaan Sipraja
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Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Siwalanpanji

Dari gambar 3 terlihat dengan jelas terkait tata cara penggunaan aplikasi sipraja yang dikeluarkan oleh
Kabupaten Sidoarjo. dengan tujuan bahwa penting bagi masyarakat sebagai pengguna aplikasi untuk memahami isi
kebijakan atau program yang akan dijalankan guna menjamin keberhasilan implementasi tersebut. Hal ini terutama
penting bagi penyedia pelayanan menggunakan Aplikasi Sipraja. karena komunikasi yang jelas dan mudah dipahami
oleh para pelaksana kebijakan akan memudahkan mereka dalam memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait
dengan penggunaan Aplikasi Sipraja di Desa Siwalanpanji.

Kejelasan terkait penggunaan Aplikasi Sipraja sangat terlihat di masyarakat, disampaikan oleh Ibu Indah Rachmawati
sebagai pengguna Aplikasi Sipraja sebagai berikut. “Perangkat desa siwalanpanji selalu memberikan arahan kepada
kami terkait dengan penggunaan aplikasi Sipraja”. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Nanang Kosim
“Pelayanan disini enak, ada satu petugas yang bertugas membimbing saya untuk melakukan pengurusan Surat
Keterangan domisili Usaha ”. Hasil wawancara (2 Desember 2023)

Dari hasil temuan dilapangan, menunjukkan bahwa Desa Siwalanpanji telah berhasil dalam menjalankan dimensi
transmisi dengan baik. Para pelaksana terlibat aktif dalam proses implementasi dan telah memahami dengan baik
kebijakan dan program yang akan diimplementasikan. Dengan demikian, implementasi aplikasi Sipraja di desa ini
diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut seperti pada penelitian
terdahulu yang dilaksanakan oleh Ria Hanifah tahun 2023 dengan judul "Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat
Sidoajo (SIPRAJA) di Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo™ menyatakan bahwa Hal seperti
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inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah ataupun kelurahan dalam melayani pengguna jasa agar tercipta
pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
¢) Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan kebutuhan akan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah
agar tidak membingungkan para pelaksana kebijakan. Aturan yang konsisten dan tidak berubah-ubah diperlukan untuk
memastikan bahwa para pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan dengan efektif dan tanpa kebingungan.
Dalam penerapan suatu kebijakan, perintah yang diberikan haruslah konsisten, karena jika perintah tersebut sering
berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam menjalankan kebijakan yang
diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan atau yang menjalankan kebijakan
untuk berkomunikasi secara terus-menerus dan saling terkait dalam tujuan kebijakan yang dibuat. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Kepala Desa Siwalanpanji dalam wawancara tanggal 2 Desember 2023 sebagaimana berikut.
“Pelayanan menggunakan aplikasi Sipraja harus sesuai dengan alur skema yang sudah ditentukan, jangan sampai
keluar dari alur tersebut yang bisa berdampak pada melencengnya pelayanan menggunakan Aplikasi Sipraja”.
Dalam implementasi kebijakan, konsistensi sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Aturan
yang konsisten dan jelas akan memudahkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Namun, jika
aturan-aturan tersebut sering berubah-ubah, implementasi kebijakan bisa menjadi sangat sulit dan membingungkan
para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus berkolaborasi secara
terus menerus dan saling terkait untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Dalam penerapan kebijakan,
konsistensi harus dipastikan dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini akan
memudahkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Konsistensi sangat penting dalam implementasi kebijakan, terutama terkait dengan aturan yang konsisten dan
jelas. Konsistensi akan memudahkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan
kebijakan yang diinginkan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus saling terkait dan
bekerja sama untuk menjaga konsistensi dalam setiap tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Konsistensi juga
sangat penting dalam penerapan Aplikasi Sipraja, untuk mencapai tujuan memberikan pelayanan melalui sistem
aplikasi sipraja secara maksimal dan efektif.

Gambar 4. Alur layanan aplikasi Sipraja Desa Siwalanpanji
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Sumber : Pemerintah Desa Siwalanpanji

Gambar diatas menunjukan konsistensi Pemerintah Desa Siwalanpanji dalam rangka implementasi kebijakan
terkait komunikasi yang konsisten, tujuan utama adalah mengurangi kebingungan dari pengguna Sipraja. Dengan
demikian Implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang
dilakukan oleh Khaidir Ali Tahun 2020 dengan judul “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan
Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar” yang menyatakan bahwa kejelasan terkait alur layanan sangat penting
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Hal ini dapat memastikan konsistensi para pelaksana kebijakan
dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi
pemerintah desa untuk memastikan bahwa terdapat kejelasan terkait alur layanan dalam penyediaan pelayanan publik
di desa, sehingga program-program pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Pada dimensi komunikasi beberapa indikator sudah terpenuhi dengan baik, terlihat adanya sosialisasi kepada
masyarakat melalui ketua RT dan RW sebagai dimensi transmisi. Adanya kejelasan alur penggunaan aplikasi kepada
masyarakat dan konsistensi di pelaksana kebijakan dengan adanya alur layanan kepada masyarakat Desa Siwalan
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Panji. Terkait dimensi komunikasi ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eny Alfi Aprilia tahun 2023
dengan judul "Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo" yang berkseimpulan bahwa Komunikasi selama implementasi Sistem Rakyat Sidoarjo di Desa
Banjarbendo merupakan faktor penting dalam keberhasilan proyek apapun.

Sumber Daya

Sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya pendukung sangat
menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak
akan berjalan|dengan efektif. Dalam implementasi kebijakan, selain ketersediaan sumber dayapendukung, faktor lain
yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah kejelasan dan arahan dari setiap implementator sesuai dengan
kewenangan dan batas tugas yang dilakukan. Hal ini membantu memastikan efektivitas dan efisiensi dalam
implementasi kebijakan.

Menurut Edward 111 [15]; melalui Setyawan [16]), sumber daya yang diperlukan untuk implementasi
kebijakan juga termasuk ketersediaan sarana, dana, dan prasarana. Ketersediaan sumber daya ini sangat penting untuk
memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Alokasi sumber daya yang tepat dapat membantu
memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam
implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya, baik sarana, dana dan prasarana, dapat mempengaruhi efektivitas
dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kejelasan dan arahan dari setiap implementator juga perlu
dipertimbangkan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan tepat sesuai dengan tujuannya. Dalam
pelaksanaan kebijakan terdapat beberapa unsur penting dari indikator Sumber Daya antara lain:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan publik berkaitan dengan kemampuan dan kompetensi dari
para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif. Sumber daya manusia adalah sumber daya
yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kebijakan. Dalam implementasi Sipraja, misalnya, para pelaksana kebijakan perlu memiliki keterampilan teknis yang
cukup dalam mengelola sistem tersebut. Jika tidak, sistem pelayanan rakyat sidoarjo tidak akan berjalan dengan baik
dan tidak akan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) dianggap sebagai kerangka formal untuk memastikan bahwa sumber daya
manusia dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. SDM merupakan faktor terpenting
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena subyek dalam memberikan pelayanan adalah manusia itu
sendiri. Menurut Robbins dan Judge [17], kompetensi merupakan potensi atau kemampuan seseorang untuk
melakukan berbagai jenis tugas di tempat kerja, kecerdasan, serta kemampuan seseorang untuk melakukan tugas di
tempat kerja lainnya. Mempertahankan tenaga kerja yang efektif merupakan faktor penting dalam keberhasilan setiap
organisasi.

Tabel 2. Nama operator pengelola aplikasi sipraja

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN
1 Maxellina Subagiyaningtyas Kasi Pelayanan S1
2 Lilik Suryani Kaur TU dan Umum SMA

Sumber: Pemerintah desa siwalanpanji tahun 2023

Dari data tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa, operator yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan
menggunakan sipraja adalah 2 orang dan dari segi pendidikan sudah memenuhi syarat untuk menjadi operator Aplikasi
Sipraja. Wawancara dengan Bapak Kasmoro selaku sekretaris desa siwalanpanji sebagai berikut “Perangkat yang
ditunjuk sesuai dengan riwayat pendidikan yang sudah mereka tempuh, hal ini menjaga agar tidak adanya kesalahan
dalam mengemban tugas sebagai operator”. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua RT. 09 Bapak M, Machfud
yang menyampaikan “Perangkat desa yang lulusan SMA atau S1 sudah seharusnya menjadi ujung tombak dalam
pelayanan terhadap masyarakat, jangan seperti dulu yang mana perangkatnya tidak bisa komputer”. \Wawancara
Tanggal 2 Desember 2023 Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh admin dalam pelayanan aplikasi
Sipraja diantaranya masih ada surat yang menggunakan manual, sehingga kesulitan dalam membagi waktu antara
mengurus berkas manual dan mengarahkan masyarakat pada penggunaan aplikasi Sipraja.

b) Sumber Daya Finansial

Aspek finansial sangat penting dalam mengoperasikan dan melaksanakan kebijakan publik. Anggaran menjadi
salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena keberhasilan kebijakan tergantung pada
ketersediaan dan alokasi sumber daya yang memadai dalam pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaan aplikasi
Sipraja di Desa Siwalanpanji masih belum dianggarkan alokasi khusus operator, karena hak ini dianggap sebagai
tugas, pokok dan fungsi sebagai kasi pelayanan. Kondisi ini senada dengan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan,
Ibu maxellina Subagiyaningtyas sebagaimana berikut “Untuk honor operator Aplikasi Sipraja belum ada alokasi, hal
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ini memang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala seksi pelayanan di Desa Siwalanpanji”. \Wawancara
(2 Desember 2023), menunjukkan bahwa tidak ada alokasi khusus untuk aplikasi Sipraja di Desa Siwalanpanji dan
pemerintahan hanya menjadi pelayan publik dan pelaksana program. Untuk aspek finansial atau dana, APBD desa
hanya memberikan gaji rutin selama satu bulan sebagai perangkat desa.

Tabel 3. Anggaran Sosialisasi Pelaksanaan Sipraja

NO TAHUN ANGGARAN KETERANGAN SUMBER DANA
1 2021 Rp. 0,-
2 2022 Rp. 0,-
3 2023 Rp. 2.000.000,- Sosialisasi Penggunaan Sipraja  Bagi Hasil Pajak

Sumber: Kaur keuangan desa siwalanpanji tahun 2023

Dari tabel 3 diatas, diketahui bahwa terkait dengan penyediaan anggran hanya digunakan sebagai sosialisasi
terkait penggunaan aplikasi Sipraja. Sedangkan untuk Honor Operator tidak dialokasikan anggaran dikarenakan jika
operator adalah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi perangkat desa maka tidak diperbolahkan ada anggaran honor
operator. Hal ini menjadi keterbatasan anggaran yang bisa menjadi salah satu kendala dalam mengoperasikan dan
melaksanakan aplikasi Sipraja di Desa Siwalanpanji. Permasalahan ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Ayustin Suryaningrum Tahun 2023, peneliti menemukan fakta Pendanaan yang tidak memadai dapat menjadi
faktor penghambat dalam implementasi program pemerintah di tingkat desa. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas
pelaksanaan program dan menciptakan kesenjangan dalam pelayanan publik antar desa. Namun, masih ada beberapa
cara untuk mengatasi masalah ini. Tim pelaksana kebijakan dapat berupaya mencari sumber daya dan dana finansial.
Selain itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk melakukan alokasi anggaran secara tepat dan efisien pada program
atau kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah juga dapat mengoptimalisasi
penggunaan sumber daya yang ada untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.

c) Saranadan Prasarana

Kebijakan implementasi sistem informasi desa membutuhkan beberapa faktor pendukung yang menjadi kunci
keberhasilannya. Selain anggaran dan waktu yang memadai, sarana dan prasarana yang cukup juga diperlukan. Untuk
memastikan keberhasilan Implementasi Kebijakan, sarana prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk
memudahkan penyediaan pelayanan. Sarana yang termasuk di dalamnya meliputi komputer, gedung, buku, dan
beberapa sarana lainnya Dengan fasilitas ini, implementasi kebijakan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Jika
sarana dan prasarana yang tersedia sangat terbatas, maka akan berdampak pada rendahnya motivasi para pelaksana
kebijakan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan gagalnya Implementasi Kebijakan. Pemerintah Desa
Siwalanpanji memiliki beberapa komputer untuk aplikasi Sipraja. Namun, komputer tersebut juga dibagi juntuk
mengurus hal-hal lain, dan|untuk koneksi internet sangat stabil dan layak digunakan. Berikut adalah tampilan aplikasi
Sipraja pada komputer operator sipraja di Desa Siwalanpanji.

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Sipraja di Komputer Qperator

Sumber :Pemerintah Desa Siwalanpanji
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Dari gambar diatas menunjukan bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan layanan
terhadap masyarakat memalui Aplikasi Sipraja, Pemerintah Desa Siwalanpanji menyediakan peralatan yang memadai
seperti Internet dengan kecepatan 20Mbps dan Peralatan Komputer dengan spesifikasi yang mampu mendukung
aplikasi Sipraja. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Siwalanpanji Bapak Ahmad Choiron,
S.E. “Sebagai dukungan terhadap layanan kepada masyarakat kami sediakan internet dari provider Indihome dengan
kecepatan 20Mbps dan komputer yang sesuai dengan speknya Sipraja” Wawancara tanggal 2 Desember 2023.
Pernyataan ini di Dukung oleh Kasi Pelayanan yaitu ibu maxellina Subagiyaningtyas yang menyampaikan “Komputer
dan Internet yang tersedia di Desa Siwalanpanji selama ini tidak ada kendala dan mampu berjalan dengan sangat
normal”. Dari temuan dilapangan memang spesifikasi komputer dan jaringan internet yang tersedia cukup memadai
untuk pelaksanaan pelayanan berbasis digital yaitu menggunakan Aplikasi Sipraja. Hal ini senada dengan penelitian
yang dilakukan oleh Nailul Isnaini Agustin, Tahun 2023 yang berjudul "Implementasi Program Sistem Pelayanan
Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Perwujudan Smart Governance"[18] Berdasarkan data yang diperoleh peneliti
di lapangan, sarana dan prasarana yang tersedia di pemerintahan desa Suko terbukti memberikan hasil dan dampak
yang baik. Namun, dalam sebuah pelayanan, tidak hanya dilihat dari kondisi fasilitas yang disediakan, tetapi juga
kelengkapan dan ketersediaannya.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
Agar kebijakan dapat berjalan efektif, pelaksana tidak hanya perlu mengetahuilisi kebijakan, tetapi juga harus memiliki
kapasitas yang cukup untuk mengimplementasikannya. Disposisi yang baik harus dimiliki oleh semua implementator,
seperti komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan implementasi sistem informasi desa. Dalam
implementasi Penggunaan Aplikasi Sipraja, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya semaksimal mungkin
untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan kelembagaan lewat program sosialisasi yang relevan. Namun,
program sosialisasi tersebut hanya diadakan dua kali pertemuan sejak kebijakan diumumkan. Faktor ini dapat
mempengaruhi disposisi pelaksana dalam menguasai teknologi dan pengelolaan sistem informasi desa.

Implementasi Aplikasi Sipraja pada Pemerintah Desa Siwalanpanji dapat berjalan efektif dan sesuaidengan
rencana jika seluruh pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang jelas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
mereka terkait penyelenggaraan pelayanan menggunakan Aplikasi Sipraja. Disposisi yang jelas dapat membantu para
pelaksana kebijakan untuk mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang telah
ditetapkan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu lilik Suryani selaku Kaur TU dan Umum wawancara
tanggal 2 Desember 2023 “Kalau pekerjaan diberikan sesuai dengan tupoksinya, maka akan berjalan dengan baik
dan benar”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian disposisi harus juga memperhatikan tugas,
pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai dengan regulasi yang ada.

Untuk melaksankan tugas sebagai operator sipraja adalah kepala seksi pelayanan, hal ini tertuang dalam
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2023[19]. Hal ini dikatakan oleh Kasi Pelayanan Desa Siwalanpanji pada wawancara tanggal 2 Desember
2023 yang menyampaikan “Menurut peraturan bupati yang seharusnya mengelola Sipraja adalah Kasi Pelayanan
namun disini dibantu oleh kaur TU dan Umum”. Pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 dijelaskan
dan dibagi pembagian tugas aplikasi di Desa sebagaimana pada tabel dibawah ini:

tabel 4. Penanggung jawab aplikasi di Desa

No aplikasi Penanggungjawab
1 Epdeskel Kasi pemerintahan

2 Sipraja Kasi Pelayanan

3 SID Sekretaris Desa

4 IDM Kasi Kesra

5 SDG’s Kasi Kesra

6 Plavon Kasi Pelayanan

7 Simanis Kasi Pelayanan

8 DDC Kaur perencanaan

9 Sipede Kaur TU

Sumber: Perbup Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022

Pada tabel 4 diatas, menunjukan bahwa sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, penanggung jawab
aplikasi Sipraja adalah Kasi Pelayanan. Hasil pengamatan di Desa Siwalanpanji terlihat bahwa yang ditunjuk sebagai
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Pelaksana atau Operator Sipraja adalah Kasi Pelayanan, dan terlihat bahwa Kasi Pelayanan Desa mampu menjalankan
aplikasi sipraja dengan baik dan benar. Dalam konteks pemerintahan desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo, sikap para pelaksana sangat penting dalam menjalankan program SIPRAJA. Para pelaksana harus
memiliki sikap yang baik dan positif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap
profesional dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan. Selain itu, dapat dilakukan
pelatihan dan penyuluhan bagi para pelaksana program SIPRAJA untuk meningkatkan sikap dan kualitas pelayanan
publik mereka. Hal ini sejalan dengan hasil penilitian yang dilakukan oleh Dina Ayu Sindiana pada tahun 2023
Tentang “Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan
Jabon” yang memaknai penerapan konsep disposisi sebagai pendekatan impelementasi kebijakan khususnya
pemberian insentif yang lebih memadai sebagai pengelola dengan kinerja yang baik sesuai dengan kebutuhan program
yang dibutuhkan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberhasilan implementasi
kebijakan publik, seperti yang dijelaskan oleh Edward I11. Salah satu elemen penting dalam struktur birokrasi adalah
penjaminan SOP atau Standard Operating Procedure. Kelemahan dalam struktur birokrasi dapat menghambat
implementasi kebijakan, bahkan jika sumber daya tersedia dan pelaksana memahami apa yang diperlukan serta
termotivasi untuk melaksanakan kebijakan, namun hal tersebut kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan. Oleh
karena itu, penting untuk memperhatikan struktur birokrasi dalam melaksanakan program kebijakan untuk
memastikan keberhasilannya karena struktur birokrasi berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam
implementasi kebijakan.

Salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan struktur birokrasi adalah fragmentasi atau pembagian
tanggung jawab dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Fragmentasi dilakukan untuk membuat penyelesaian
tugas menjadi lebih fokus dan spesifik. Di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran. Sebagai contoh, permintaan untuk
membuat KTP baru, lama atau cepatnya proses pembuatan KTP tergantung pada ketersediaan blangko yang ada di
kecamatan. Informasi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa standar waktu pelayanan SIPRAJA di
Desa Siwalanpanji adalah 1 hari, jika semua berkas dan persyaratan yang diperlukan sudah lengkap dan memenuhi.
Untuk pelayanan program SIPRAJA jam operasional dapat disepakati sewaktu-waktu. Operator bisa membantu
melayani masyarakat melalui SIPRAJA, bahkan saat jam istirahat atau di luar jam kerja, sehingga masyarakat bisa
diberikan pelayanan secara maksimal.

Dalam SOP yang diberikan, operator SIPRAJA akan memberikan keterangan pada kolom yang tersedia
pada aplikasi SIPRAJA terkait permohonan surat yang telah selesai diproses sehingga surat dapat diambil langsung
di kantor desa atau dicetak mandiri oleh masyarakat. Dengan keterangan ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa
surat permohonan yang telah selesai diproses dapat diambil langsung di kantor pemerintahan desa Siwalanpanji secara
gratis. Dalam konteks ini, SOP yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat sangat penting untuk menyediakan
layanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan SOP yang jelas, masyarakat dapat mengikuti langkah-langkah
penggunaan aplikasi SIPRAJA dengan baik dan memastikan bahwa mereka tidak diminta membayar biaya apapun
dalam penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, SOP yang jelas juga membantu masyarakat dalam mengetahui kapan
dan di mana mereka bisa mengambil hasil permohonan mereka dengan cepat dan mudah.

Tabel 5. Langkah-langkah Penggunaan Sipraja
No SIPRAJA Android SIPRAJA Website
Buka website sipraja
www.sipraja.sidoarjokab.go.id

1  Dowload aplikasi sipraja di google play store

Buka aplikasi pilih daftar lalu masukkan data

2 pribadi Pilih daftar login

3 Buka email/ sms lihat jika data sudah di Buka email jika data sudah diapprove oleh
approve oleh perangkat desa perangkat desa

4 Buka aplikasi pilih jenis layanan Login dan pilih jenis layanan

g Isi form jenis layanan yang dipilih lalu simpan Isi form jenis layanan yang dipilih lalu
data simpan data

6  Pihak desa mengecek dan verifikasi data Pihak desa mengecek dan verifikasi data

g Pihak desa TTD danVerifikasi data dari Pihak desa TTD danVerifikasi data dari
operator desa operator desa

8 TTD pihak desa/kecamatan yg sudah di setujui ~ TTD pihak desa/kecamatan yg sudah di setujui
(cetak print data) (cetak print data)

Sumber : SOP Pemerintah Desa Siwalanpanji
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L] e Setelah melakukan penelitian lebih mendalam, penulis menemukan bahwa terjadi ketidaksesuaian dalam
pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan di pemerintahan Desa Siwalanpanji, terkait dengan penanggung jawab
program SIPRAJA! Seharusnya, Kepala Desa merupakan pucuk pimpinan tertinggi di Desa , begitu juga terkait
pelaksanaan program siparja ini , kepala Desa mempunyai fungsi Approve Semua surat yang diajukan melalui sipraja
sebagai tanda bahwa surat tersebut sudah memenuhi syarat dan bisa dicetak , Namun di Desa Siwalanpanji Semua
fungsi ini dikerjakan oleh operator Sipraja. Hanya beberapa surat saja yang harus ditandatangani langsung oleh kepala
desa. Hal ini berakibat kurangnya control dari Kepala desa terkait surat surat apa saja yang sudah dikeluarkan, dan

L] e juga dapat menghambat kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, dua karakteristik yang dapat
meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah penerapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan struktur birokrasi dalam menerapkan SIPRAJA. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Fani Mega Maulidia pada Tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implemetasi

L] e Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)”[20] menyatakan bahwa Walaupun sumber untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan dikatakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahuai bagaimana
melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya tetapi implementasi kebijakan dapat tidak
berjalan efektif karena struktur birokrasi yang tidak efektif.

Dalam konteks ini, diperlukan penyesuaian dalam pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan di
pemerintahan Desa Siwalanpanji agar struktur birokrasi dapat berfungsi efektif dan efisien. Penetapan SOP yang jelas
dan berbasis pada teori dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Diperlukan pula upaya dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan aplikasi SIPRAJA oleh masyarakat, serta
peran aktif dari perangkat desa dalam memberikan bantuan teknis dan informasi kepada masyarakat. Dengan begitu,
maka pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat menjadi lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa yang telah diberikan untuk keberhasilan penyelesaian karya ini. Semoga

L] e karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan
yang diberikan.

IV.SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Aplikasi Sipraja dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan menggunakan Sipraja di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, diketahui
bahwa dari aspek komunikasi telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya perangkat desa yang
bertugas untuk mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan dengan menggunakan aplikasi Sipraja. Dari
aspek sumber daya sudah terlihat sangat baik, pemenuhan sumber daya sudah tercukupi seperti pengadaan sarana dan
prasarana untuk implementasi Sipraja sudah terpenuhi, kemampuan perangkat desa sebagai operator sipraja terlihat
mampu dalam mengoperasikan Aplikasi Siparaja. Hanya alokasi anggaran yang masih memerlukan inovasi sebagai
motivasi operator desa. Terkait dengan diposisi mampu berjalan dengan baik karena komitmen dari pihak berwenang
seperti kepala desa dan perangkat desa sebagai operator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggung

L] o jawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dari aspek struktur birokrasi koordinasi|dan komunikasi dari pihak
penyelenggara hingga pemerintah desa berjalan cukup baik dilihat dengan adanya Standar Opersional Prosedur (SOP)
yang jelas. Sehingga Implementasi Aplikasi Sipraja di Desa Siwalanpanji berjalan sesuai dengan standar yang
ditetapkan walaupun masih ada beberapa yang perlu disesuaikan..
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